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ABSTRAK

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik
orang perscorangan, milik persckutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta
maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain. Akan tetapi permasalahan timbul terkait sistem
pembayaran upah yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah daerah.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, oleh karena
metode penclitian yang digunakan metode penelitian wawancara langsung dari PT.
Dewa Sawit Mandiri Kabupaten Banyuasin.

Hasil penelitian didapat bahwa sistem pembayaran upah pekerja terutama
pekena kontrak perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri di Kabupaten
Banyuasin yaitu bulanan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah atau
lebih tepatnya tidak ada kepastian untuk tanggal pembayaran upah. Sehingga
berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja sendiri. Ketentuan Pembayaran upah
pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri, untuk upah SKU (tetap)
sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota (UMK) akan tetapi untuk
KHL (harian) sendiri ada ketidakadilan karena ketidaksesuaian upah yang telah di
tetapkan berdasarkan surat keputusan direksi. Tinjauan Undang-Undang
Ketenagakerjaan terhadap sistem pembayaran upah pekerja diketahui bahwa pihak

perusahaan tidak ada melakukan perjanjian kerja hitam di atas putih dengan pekerja
kontrak, sehingga pekerja tidak mempunyai kekuatan hukum untuk menuntut hak-hak
mereka seperti upah yang tidak sesuai dengan surat keputusan dan percepatan
pembayaran upah.

Rekomendasi bagi pihak Pemenintah Pusat dan Daerah serta Dewan
Pengupahan harus lebih cermat dan perperan aktif lagi untuk memastikan jalannya
pengupahan yang ada di daerah.

Kata kunci : Perjanjian Kerja, Hak dan Kewajiban, Upah
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BARB IV

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasark | e R
an hasil penelitian lentang sistem pembayaran upah pekerja

perkebunan kelapa sawit di PT. Dewa Sawit Mandiri maka penulis

simpulkan bahwa

1. Sistem pembayaran upah pekerja terutama pekerja kontrak perkebunan
kelapa sawit PT. Dewa Sawit Mandiri di Kabupaten Banyuasin yaitu
bulanan, akan tetapi ada keterlambatan dalam pembayaran upah atau
lebih tepatnya tidak ada kepastian untuk tanggal pembayaran upah.
Sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja sendiri seperti
berhutang di koperasi, warung dan sesama pekerja. Ketentuan
Pembayaran upah pekerja perkebunan kelapa sawit PT. Dewa Sawit
Mandiri, untuk upah SKU (tetap) sudah sesuai dengan upah minimum
kabupaten atau kota (UMK) akan tetapi untuk KHL (harian) sendin ada

ketidakadilan karena ketidaksesuaian upah Yang ielah di tetapkan

berdasarkan surat keputusan direksi, padahal dalam hasil penelitian

peneliti dengan pihak perusahaan mengenai upah disebutkan bahwa pihak

perusahaan menggunak
Undang Kclcnlﬂ‘kﬂjﬂ"-

an peraturan-peraturan berdasarkan Undang-
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B. Saran-saran

Adugrm sare yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan
hasil penelitian yang didapatkan sebagai beriku :

1. Pihak perusahaan seharusnya membayar upah pekerja kontrak sesual
dengan tanggal yang pasti, agar pthak pekerja bisa memenuhi
kebutuhannya.

7 Pihak Pemerintah pusat dan daerah serta Dewan Pengupahan harus lebih
e n 1Y
. if \agi . memastikan jalannya pengupahan
cermat dan perperan aktif lagi untuk memastikan ) VA pengup
yang ada di daerah.

< ehelum melakukan pekerjaan hendaknya pihak perusahaan dan s
3. de

lakukan perjanjian kerja, sebagaimana yang sudah di atur Undang-
mela

Undang Ketenagakerjaan untuk tanggal pembayaran, agar kenjasama
antar pengusaha dan pekerja kontrak saling menguntungkan dan tidak ada

yang terzholimi dan mempunya kekuatan hukum.

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR PUSTAK A

‘ liala, Pokok-pokok
rﬂ—‘ sudin Me e, 1ogs Wam
e S}Zz“r::ﬂnn)’a.l.lbcﬂ)’. Yogyakarta, 1985 lan ey,
kem
per ard Hukum Ketenagakerjaan Aspek Hukum p

Undang-undang Nomor 13 Tahun 993 gy ©"8pahan
‘wwaramr:mg’ 2006, » PT. Citrg Aditya
pak

Al

i, Hukum Ketenagakerjaan Cet 1, Bandung; Pustaka Seiq, 3014

, Penelitian Hukum, Radja Grafindo, Jakarta, 2012.

os, Manajemen Suanzber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makr,
: Bal'-h o8 2002. '

_ ja Dalam Perspekiif Ekonomi
. m Pengupahan Peker]a_ 1 Perspe nomi Islam,
Mri Lﬁfﬂﬂf Bilsle ‘wi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas [slam

P | batan jm
T Hukum Perbul uhan, Cet U, D]a.m A
'_;1 D, eﬂgan‘a

. Teknologi Informasi, Andi, Yogyakarta, 2005

Hukum Ketenagakerjaan Cet 1, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
m. PT Rineka Cipt2, Jakarta, 1992.

Dipindai dengan CamScanner



\hl!hl!t'ﬂh'?l Sumber J"u'nl A
'i'“'”.,,

uAn
” pasi® LB
\l’l"-ﬂi” N Al \rn
»000 _’.004,]\'{«“""‘1; :‘“;hw Nomor 25 1,1
B unon Nastonal Laaun 2000-2004. i 1 2000
[‘I‘I Jo‘-nlb‘m"‘ M, “inar ( maliky ;.’:““-'T Progy
W ukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, | 9g.  Jakarta, 0 im
guber™ o
A : - F
Prmi]udlkﬂﬂh Hukum Perjanjian, R
Wi » ineka Cipta, o
. : , , > ToRana, 1985
p. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusi
.mldan fusia, Bum,
5% 2000. Aksars, Jakarta
- dewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangap :
§1 "yogyskan® 1980 Bagian B, yo
1 J1

L b Perjanjian (Teori Analisa dan Kgsys
] r200m4‘ asus), Prenada Media,
Philisp Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Band

’ ] an ung,

b arsi Manajemen Sumber Daya Manusia: i
{ju Yu_nlaISlh dkk! y anusia: TEO}‘L Aplikasi

i Isu Penelitian, Alfabeta, Bandung, 2011. RIS, con
dium Hukum Bidang Ketenagakerjaan, Badan

Tim Kompendium, Kompen _
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pembinaan Hukum Nasional
RI, Jakarta, 2012.

{ndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Economic Ethics, PT Bumi Aksara,

Veithzal Rivai, dkk, Islamic Business and
Jakarta, 2012.

i 9, Salemba Empat,

Waluyo, Perpajakan Indonesia Edis

Dipindai dengan CamScanner



